
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI SERANG 

NOMOR 89 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  BELANJA 

HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SERANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

pertanggungajawaban dan pelaporan serta monitoring dan 

evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 22 Tahun 

2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,  

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta 

Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Serang, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Surat 

Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 

03919/MENPORA.D.III-1/VIII/2015 tentang Penganggaran NPC 

daerah setelah pengunduran dari NPC Pusat dari Anggota KONI, 

dalam rangka pembinaan atlet; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Serang. 

                                                         

                                                                                                                  Mengingat … 

 

SALINAN 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4456); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6397); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6084); 

 

                                                                                          

                                                                                               11. Undang-Undang … 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 191, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4702); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Keolahragaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan 

Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4704); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322);      

 

 

     20. Peraturan … 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;                                                                                                                                   

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7001; 

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

23. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan 

Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 288); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016  Nomor 05, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 

117); 

 

 

 

                                                                                                          MEMUTUSKAN … 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SERANG NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING 

DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SERANG. 

                                      Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Serang 

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2021 Nomor 22), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (7) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni 

huruf k dan l, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

                                       Pasal 3 

(1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan dalam 

bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya.                                                                      

(2) Belanja Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin,  jalan, 

irigasi,  jaringan, bangunan,  hewan, tumbuhan, dan aset 

tetap lainnya serta aset tetap tidak terwujud seperti 

perangkat lunak. 

(3) Belanja Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, 

penelitian dan jasa lainnya. 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan 

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

                                                                                                              (5) Hibah … 
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(5) Hibah yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (4) 

memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan memenuhi 

persyaratan penerima hibah. 

(6) Belanja Hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali 

ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(7) Memenuhi kriteria kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

pasal 3 ayat (6), yaitu meliputi Organisasi : 

a.  Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Serang; 

b.  Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang; 

c.  Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Serang; 

d.  Pramuka Kabupaten Serang; 

e.  Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang; 

f.   Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Serang; 

g. Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten 

Serang;  

h. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Kabupaten Serang;                                                                         

i.  Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten 

Serang; 

j.    Karang Taruna Kabupaten Serang; 

k. National Paralyimpic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten 

Serang. 

l.   Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) 

Kabupaten Serang. 

 

(8) Badan, Lembaga dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) dapat diberikan hibah secara terus-menerus setiap 

tahun. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

                                                                                           Agar ...  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Serang. 

 

                        

 Ditetapkan di  Serang 

 pada tanggal 20 November 2024 
 
 BUPATI SERANG, 

                        
 
           ttd. 
 
 

      RATU TATU CHASANAH 
 

Diundangkan di  Serang 

pada tanggal  20 November 2024 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 
               
      
ttd. 
 
 

RUDY SUHARTANTO 
  
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 89 

 

 

 

 


